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BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR '3 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI JEMBER,

a. bahwa
fungsi, tepat proses dan
struktur tugas, fu 1 pe

b. bahwa dal

yang tepat
an kembali

angan sebagaimana dimaksud
f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

edu an, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
erja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Mengingat dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia



3,

Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten /Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaima
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republi donesi
2016 tentang Pedoman Teknis E
Provinsi dan Kabupaten /

10. Peraturan Menteri

entang
telah diubah
hun 2018;
or 49 Tahun
s Kesehatan

2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATENJEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



I

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember.

6. Sekretrariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTDDinas Kesehatan Kabupaten Jember.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang s
disingkat APBDadalah APBD Kabupaten Jember

BAB II
KEDUDUKAN DAN S

B

1 melalui Sekretaris Daerah.
sud pada ayat (1) mempunyai tugas

n pemerintahan di bidang Kesehatan yang
kew gan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
aerah Kabupaten Jember.

inas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kafarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT)serta sumber daya kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT)serta sumber daya kesehatan;

c. pelayanan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT)serta sumber daya kesehatan;
dan

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.



Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasa13

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
2.
3.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyar
Seksi Kesehatan Lingkungan, Ke
Olah Raga.

at; dan
Kerja dan

d. Bidang
membawahi:

Seksi

Penyakit

Penyakit

Penyakit tidak

1 Pelayanan Kesehatan Primer;
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:
1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dip imp in oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu



dan

Sekretariat
Pasa14

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat, mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan
administrasi umum, kepegawaian,
Keuangan, advokasi di bidang huk
seluruh unsur organisasi di lin

c. pemantauan
administrasi

atas pelaksanaan

Pasa15

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas
mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
fungsi meliputi :
a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPO;
b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi

OPD;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan Iaporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;



e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem
informasi kesehatan dan pembangunan serta
pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan pada
Dinas;

h. pemberian advokasi, koordinasi lintas program dan lintas
sektor perencanaan program kegiatan dan pengembangan
sistem informasi kesehatan;

1. pelaksanaan asistensi penyusunan program dan
pengembangan sistem informasi kesehatan pada Dinas:

J. penyusunan laporan pertanggungjawab atas
pelaksanaan tugas.

(1) Sub tugas
dan

:.>- __ .__ an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi

iputi :
a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penenmaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan

dinas;
c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, penerimaan

tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor
serta pelayanan kerumah tanggaan lainnya

d. penyiapan bah an telaahan dan pelayanan informasi
kepegawaian;

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan dinas

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan
kantor;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset./barang
milik daerah; dan

1. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;



J. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

k. Perencanaan dan pemetaan rehabilitasi sarana prasarana
dinas beserta jaringannya;

1. pelaksanaan perencanaan kebu tuhan tenaga non kesehatan
dan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan tenaga
kesehatan;

m. pelaksanaan koordinasi dan administrasi penempatan
tenaga kesehatan dan non kesehatan;

n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengembangan
pegawai, disiplin dan budaya kerja pegawai;

o. pelaksanaan administrasi penilaian angka kredit fungsional
tenaga kesehatan dan non kesehatan;

p. pelaksanaan advokasi dan koordinasi
bidang kesehatan;

q. penyiapan dan
kesehatan;

r. pelaksanaan kehu
s.

euangan mempunyai tugas mempunyai tugas
ordinasikan pengelolaan anggaran dinas,

engadministrasian dan pelaporan keuangan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,

belanja tidak langsung , penerimaan retribusi daerah yang
menjadi tanggung jawab dinas;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi keuangan daerah;

d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban

keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan

pembayaran;
g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data

keuangan secara periodik dengan BPKAD;



h. penyiapan bahan monitoring realisasi penenmaan dan
pengeluaran;

1. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Bagian Kedua
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasa18

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas me
perumusan dan kebijakan operasional di ang
keluarga, gizi masyarakat, promosi k
masyarakat, kesehatan lingk
olahraga serta tugas lain

(2) Untuk melaksan t

mberdayaan
kerja dan

promosi kesehatan,
kesehatan lingkungan,

operasional di bidang
kes tan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervrsi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, glZl masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Paragraf 1
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Pasal9

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai
tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai
fungsi meliputi :
a. penyiapan perencanaan serta pelaksanaan program dan

kebijakan pembinaa, pemantauan dan evaluasi pelayanan
kesehatan keluarga dan gizi pada ibu, ibu hamil, bayi, balita
anak, remaja dan usia lanjut serta pelayanan kesehatan
reproduksi termasuk pelayanan KB;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi,
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;

c. pelaksanaan pendataan, analisa dan identifi
dan pembinaan kesehatan balita dan

d. penjaringan balita stunting
. a stunting;
peningkatan

e. penyusunan lap
tugas.

emberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
dan melaksanakan kebijakan

asional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
fungsi meliputi :
a. penyiapan perencanaan pelaksanaan program dan kebijakan

dan sektor swasta, serta pembinaan teknis operasional
koordinasi, sinkronisasi, kemitraan dan penggerakan peran
serta masyarakat dengan lintas program, lintas sektor,
lembaga swadaya masyarakat, asosiasi Kesehatan,
stakeholder, tokoh masyarakat, dunia usaha dan sektor
swasta, dalam rangka pengembangan promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana, metode serta
teknik promosi kesehatan;

d. pelaksanaan kegiatan posyandu dan



e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olah Raga

Pasal11

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
mernpunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan idang
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan ah Raga serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala B'

(2)

ebijakan teknis
lingkungan,

penyehatan pangan,

teknis operasional
n lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi,

enyehatan pangan, kesehatan kerja, dan olah raga;
pelaksanaan pembinaan teknis operasional kesehatan
lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan
pangan, kesehatan kerja, dan olah raga;

d. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan
kebijakan, pembinaan pemantauan dan evaluasi kesehatan
lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan
pangan, kesehatan kerja, dan olah raga;

e. pemberian sertifikasi laik sehat dalam rangka penyehatan
pangan;

f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.



Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal12

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas:
a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di

bidang Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehat
Jiwa; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaima

(1), Bidang Pencegahan dan Pen dali
fungsi meliputi:
a.

epala Dinas.
pada ayat

ijakan operasional di bidang
Pencegahan dan Pengendalian

ar, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan

bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan
Jiwa;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilan,
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Seksi Surveilan dan Imunisasi

Pasal13

(1) Seksi Surveilan dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Surveilan dan Imunisasi serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang.



· . .imurusaai;
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas

program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan

c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Surveilan dan Imunisasi mempunyai fungsi meliputi:
a. penyiapan perencanaan program , pelaksanaan program dan

kebijakan teknis operasional, pembinaan,serta pemantauan
dan evaluasi program surveilan, penyakit infeksi emerging,
kekarantinaan kesehatan, krisis masalah kesehatan dan

(1) Seksi Pencegahan Menular

Paragraf2
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Pe

Pasal14

a. ebijakan
supervisi, serta

terkait pencegahan
enular; dan
yang diberikan oleh Kepala

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

mempunyai fungsi meliputi :
a. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan program

program,kebijakan teknis operasional pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular
vektor, dan zoonotik;

b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional program
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung,
penyakit tular vektor, dan zoonotik;

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan

d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban at as pelaksanaan
tugas.



Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal15

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kes
jiwa; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberika
(2) Untuk melaksanakan tugas sebag .

(1), Seksi Pencegahan dan P

a.

sinkronisasi dengan lintas
sektor, organisasi profesi, institusi

n dan lembaga swadaya masyarakat; dan
nyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal16

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:
a. melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di

bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan
Rujukan, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan
kesehatan tradisional dan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan
Mutu pelayanan kesehatan ;



b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan pnmer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu
pelayanan kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan
Mutu serta pelayanan kesehatan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan pnmer dan pelayanan kesehatan
termasuk peningkatan mutunya dan
pelayanan kesehatan;

e. penyusunan laporan pertanggu
tugas.

an P' er mempunyai tugas :
uskan dan melaksanakan kebijakan

teknis, supervisi, pemantauan,
si, pelaporan dan peningkatan mutu serta perijinan

fasilitas kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer;
dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi
meliputi :
a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan

kebijakan teknis operasional, pembinaan teknis operasional,
pengendalian dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di
fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan
kesehatan tertentu;

b. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pendirian
puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan
tertentu;

c. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijm operasional
puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan
tertentu;

d. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Labkesda;



e. pelaksanaan identifikasi dan pengajuan usulan
pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi sedang dan berat
Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Primer dan
Jaringannya, termasuk polindes, ponkesdes dan poskestren
yang dananya bersumber dari APBD;

f. pengelolaan dana bantuan untuk pelayanan kesehatan
primer dan jaringannya yang dananya bersumber dari
Pemerintah Pusat/Provinsi yang peruntukannya sudah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;

g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan

h. pemberian layanan informasi kepada masya
kesehatan reproduksi, persiapan keha
ibu hamil; dan

1. penyusunan laporan per
tugas.

tentang

n Rujukan mempunyai tugas:
dan pelaksanaan kebijakan

ional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan
evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas
pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan
rujukan

b. melaksanakaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi
meliputi:
a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan

kebijakan teknis operasional, serta peningkatan mutu
pelayanan berdasarkan analisis masalah kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, pengendalian
dan pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan di
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan;



d. Pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis operasional
terhadap ketersediaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan
standar mutu layanan ambulan, Jember Safety Center with
FA! serta kegawatdaruratan

e. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pendirian Rumah
Sakit;

f. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin operasional dan
klasifikasi Rumah Sakit kelas A dan B;
Pembinaan dan Pengawasan Akreditasi Rumah Sakitg.

h. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin operasional
klasifikasi Rumah Saki t kelas C dan D;
pelaksanaan identifikasi dan usulan
Pembangunan dan Rehabilitasi
Infrastruktur Pelayanan Kesehatan

dan

1.

bersumber dari APBD;
J. pengelolaan dana ban tuan

rujukan yang dan
kesehatan

k.
institusi

a masyarakat; dan
yang diberikan oleh Kepala

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal19

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan,
evaluasi, pelaporan di bidang pelayanan kesehatan
tradisional;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai fungsi
meliputi :
a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan

teknis, pembinaan teknis operasional, pengendalian dan
pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan tradisional;

b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta
peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan
tradisional;



c. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan di bidang
pelayanan kesehatan tradisional;

d. pelaksanaan pendataan, analisa dan identifikasi kebutuhan
pelayanan kesehatan tradisional;

e. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan
tradisional

f. pemantauan dan supervise peredaran obat- obat tradisional
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
tradisional;

g. pelaksanaan layanan kesehatan tradisional;
h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas

program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan
dan lembaga swadaya masyarakat; dan

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas p
tugas.

Bagian
Bidang Su

(1) tugas
anakan kebijakan

pembiayan kesehatan serta

Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sumber Oaya Manusia
Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
serta sumber daya manusia kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia
kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan;

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pasal21

(1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:



------------------------------------------------------------------------~

ijm produksi

a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi;

b. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang
pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi
meliputi :
a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan

kebijakan teknis operasional di bidang kefarmasian, alat
dan perbekalan kesehatan, dan keamanan pangan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, penge
dan pengawasan serta pemantauan, evaluasi
di bidang kefarmasian, alat dan perbe an k
keamanan pangan;

c. pelaksanaan pembinaa
apotek dan toko

d.

dan rekomendasi ijin usaha mikro

pembinaan dan rekomendasi ijm toko alat
esehatan dan optikal;

pelaksanaan pemberian / pencabutan sertifikasi produksi
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)kelas 1;

1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;

J. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf2
Seksi Pembiayaan Kesehatan

Pasa122

(1) Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pembiayaan kesehatan serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi :
a. penyiapan perencanaan, pelaksanaan program dan

kebijakan teknis operasional di bidang jaminan kesehatan
nasional dan daerah serta program bantuan operasional
kesehatan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, pengendalian,
pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
jaminan kesehatan nasional dan daerah serta program
bantuan operasional kesehatan;

c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kegiatan mobilisasi
dana pemerintah, masyarakat, swasta dan organisasi non
pemerin tah dengan melaksanakan penyusunan do
district health account (D HA);

d. pelaksanaan koordinasi dan
program, lintas sektor,
pendidikan dan lembaga

institusi

e. penyusunan lapor
tugas.

usia Kesehatan mempunyai tugas:
perumusan dan pelaksanaan kebijakan

sional, bimbingan teknis dan supervisi memantau,
mengevaluasi, dan melaporkan di bidang Sumber Daya
Manusia Kesehatan; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi
meliputi:
a. penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan

dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di
bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan
kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia
kesehatan;

b. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya
manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan,
peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya
manusia kesehatan;

c. pengkoordinasian penilaian angka kredit tenaga kesehatan;



d. pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi ijin praktik
dan / atau surat ijin kerja tenaga kesehatan;

e. pengkoordinasian pelaksanaan
kesehatan;

f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan

praktik mahasiswa

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

BAB IV
UPTn

Pasa124

(1) UPTD merupakan
Dinas.

operasional

(2)

Pasa125

oleh Kepala Sub
berada di bawah dan

. wab kepada Kepala UPTD.
, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian

tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai peraturan perundang-undangan.



lain diluar Pemerintah Daerah
pokoknya masing - masing.

(2) Setiap perrnmpm

tugas

BABVI
TATAKERJA

Pasa126

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi,integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing - masing maupun an tar
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

Sl bawahan masing - masing
serta petunjuk bagi

Setia emimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
ematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada

atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasa127

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



an Jabatan Eselon II b atau Jabatan

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasa128

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan
perundangundangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bu
Negeri Sipil yang memenuhi syarat
melalui Sekretaris Daera
PerundangU ndangan

merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau
Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD
merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon
IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa130

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 36), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal ~ ~t 2021

Diundangkan di Jember
pada tanggal f1 M

BUPATI JEMBER,

1J~,_~tJHUa Muda
~i'Ai"I~ 199202 1 001

~AL'-&TA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 3>
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